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ABSTRAK 

 

 

PEMBELIAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG 

TAHUN 2018 

(Studi Kasus di Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus) 

 

 

Oleh: 

M. Arif Kurniadi 

 

 

Pembelian suara terjadi dalam Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018. Pemilihan 

Gubernur Lampung tahun 2018 menempati posisi kedua dalam jumlah laporan kasus 

pembelian suara terbanyak yang terjadi dalam pilkada serentak tahun 2018. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk, pola, dan strategi pembelian suara 

yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 menggunakan teori 

bentuk pembelian suara dari Aspinall dan Sukmajati serta teori pola dan strategi 

pembelian suara dari Rifa’i. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelian suara terjadi di dua pekon 

yaitu Singosari dan Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus. 

Pembelian suara yang terjadi di Pekon Singosari berupa pemberian uang, pemberian 

barang serta pemberian alat olahraga. Di Pekon Sinar Betung ditemukan pemberian 

uang yang berasal dari pasangan calon gubernur nomor urut 3 yaitu Arinal Djunaidi 

dan Chusnunia Salim. Bentuk pembelian suara (vote buying) yang terjadi adalah 

pemberian uang dan pemberian barang. Pola pembelian suara yang terjadi adalah 

pembelian suara menjelang pemilihan dengan mekanisme dari satu rumah ke rumah 

lain (door to door). Strategi penyebaran uang yang berasal dari pengusaha dilakukan 

oleh tim sukses calon dengan mekanisme berasal dari pengusaha kemudian dibagikan 

kepada koalisi partai pendukung Arinal-Nunik, kemudian dibagikan kepada pengurus 

partai lalu dibagikan kepada tokoh masyarakat yang memiliki peran di dalam 

masyarakat yaitu mantan kepala pekon dan lurah, kemudian dibagikan kepada 

masyarakat yang dapat membagikan kepada masyarakat lain. 

 

Kata kunci: Pemilihan Gubernur, Pembelian Suara, Bentuk, Pola, Strategi 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

VOTE BUYING IN THE LAMPUNG GOVERNOR ELECTION IN 2018 

(Case Study In Talang Padang District, Tanggamus Regency) 

 

By: 

M. Arif Kurniadi 

 

 

Vote buying in the of Lampung election in 2018. The election of the Governor of 

Lampung in 2018 was ranked second in the number of the highest number of vote 

buying reports that occurred in the simultaneous local election in 2018. This study 

aims to find out how the form, pattern, and strategy of vote buying that occurred in 

the Governor of Lampung election in 2018 using the theory of the form of vote 

buying from Aspinall and Sukmajati as well as the pattern theory and vote buying 

strategy from Rifa'i. The research method used was qualitative research. The results 

of the study showed that vote purchases occurred in two groups, namely Singosari 

and Sinar Betung, Talang Padang District, Tanggamus District. Vote buying that 

occurred in Pekon Singosari found an envelope containing money, the provision of 

goods and the provision of sports equipment. In the Sinar Betung neighborhood there 

were 300 envelopes found in envelopes. In Pekon Sinar Betung envelopes were found 

from candidate number 3 governors, Arinal Djunaidi and Chusnunia Salim. The form 

of vote buying that occurs is giving money and the provision of goods. The pattern of 

vote buying that occurs is vote-buying ahead of election with the mechanism from 

door to door. The strategy for disseminating money from businessmen then given to 

the support coalition pair number 3, then disseminated through the success team to 

the head of Pekon, then the head of Pekon shared with the former head of Pekon, 

state civil servants (ASN) supporters of candidates, party volunteers and residents of 

Pekon others, then shared with the public. 

 

Keywords:  Governor Election, Vote Buying, Form, Patterns, Strategy 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Praktik pembelian suara masih menjadi permasalahan dalam proses pemilihan 

umum (Pemilu) di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh laporan dari Bawaslu 

(Badan Pengawas Pemilu) yang menyatakan bahwa pembelian suara terjadi di 

berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data dari Bawaslu dalam pemilihan 

serentak tahun 2018 ada 40 kasus pembelian suara yang terjadi. Berdasarkan 

jumlah tersebut Bawaslu menindak lanjuti 37 laporan dengan laporan 

terbanyak adalah dari Provinsi Sulawesi selatan dengan 8 kasus dan Lampung 

dengan 7 kasus (Lizsa, dalam Liputan 6.com, diakses pada tanggal 30 Juni 

2018, pukul 16.00). Provinsi Lampung adalah provinsi dengan jumlah kasus 

pembelian suara yang tertinggi kedua di Indonesia, karena itulah kasus 

pembelian suara di Lampung menjadi layak untuk diteliti.  

 

Kasus yang terlaporkan dengan dugaan pembelian suara salah satunya adalah 

pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018. Pemilihan Gubernur Lampung 

sendiri diikuti oleh 4 pasang calon. Pasangan nomor urut 1 yaitu Muhammad 

Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, Pasangan nomor urut 2 yaitu  Herman 

Hasanusi dan Sutono, Pasangan nomor urut 3 yaitu Arinal Djunaidi dan 

Chusnunia Salim, dan pasangan terakhir yaitu Mustafa dan Ahmad Jajuli. 
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Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dalam pemilihan Gubernur Lampung 

tahun 2018 menyampaikan pasangan calon Gubernur-Wagub Lampung Arinal 

Djunaidi-Chusnunia (Arinal-Nunik) unggul mengalahkan tiga pasangan calon 

lainnya dari hasil pemungutan suara. Hasil rekapitulasi suara di KPU 

mendapatkan data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Lampung.KPU.go.id 

 

Gambar 1. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur Lampung 2018 

 

Data dari Gambar 1. tentang hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur 

Lampung 2018 menunjukan bahwa pasangan nomor urut 3 unggul dengan 

perolehan 37,78%, mengungguli pasangan nomor urut 2 dan 3 dengan perolehan 

25,27% dan 25,46% di posisi terakhir terdapat pasangan nomor urut 4 dengan 

perolehan 11,04%. Rincian perolehan suara dari masing-masing kabupaten dapat 

dilihat dari data dibawah ini : 

24,46%

25,73%

37,78%

11,04%

REKAPITULASI SUARA PEMILIHAN GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 

2018

H.Muhammad Ridho Ficardo,M.Si dan

Bachtiar Basri, S.H.,M.M.

Drs. Herman Hasanusi,M.M., dan

Ir. Sutono M.M

Ir.H. Arinal Djunaidi dan

Hj. Chusnunia, Ph.d.

Dr.H. Mustafa dan

H. Ahmad Jajuli S.IP., M.Si.
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Tabel 1. Perolehan Suara Per Kabupaten dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 

N

o 

Nama Pasangan Calon Rincian  

Rincian jumlah perolehan 

suara pasangan calon 

K
o
ta B

an
d
ar 

L
am

p
u
n
g
 

K
o
ta M

etro
 

L
am

p
u
n
g
 U

tara 

M
esu

ji 

P
esaw

aran
 

P
esisir B

arat 

P
rin

g
sew

u
 

T
an

g
g
am

u
s 

T
u
lan

g
 B

aw
an

g
 

T
u
lan

g
 B

aw
an

g
 

B
arat 

W
ay

 K
an

an
 

L
am

p
u
n
g
 B

arat 

L
am

p
u
n
g
 S

elatan
 

L
am

p
u
n
g
 T

en
g
ah

 

L
am

p
u
n
g
 T

im
u
r 

Ju
m

lah
 A

k
h
ir 

1 

H.Muhammad Ridho 

Ficardo,M.Si dan Bachtiar 

Basri, S.H.,M.M. 

87.142 18.391 129.292 38.594 74.259 26.178 52.755 102.835 28.976 60.039 101.039 60.885 107.294 83.129 72.858 

1.04

3.66
6 

2 

Drs. Herman Hasanusi,M.M., 

dan  

Ir. Sutono M.M 

280.639 19.049 65.377 12.686 70.239 13.469 47.334 74.918 45.906 31.153 31.947 16.552 150.459 
107.83

9 
87.109 

1.05

4.64

6 

3 
Ir.H. Arinal Djunaidi dan 

Hj. Chusnunia, Ph.d. 
48.703 28.620 85.523 41.187 70.900 23.858 91.716 100.357 79.916 45.251 76.282 59.592 185.690 

305.98

0 

304.95

1 

1.54

8.50
6 

4 
Dr.H. Mustafa dan 

H. Ahmad Jajuli S.IP., M.Si. 
33.088 8.669 37.987 6.791 16.704 8.524 17.519 23.776 12.162 10.164 15.990 9.133 41.074 

158.52

3 
52.350 

452.
454 

 Sumber: Lampung.KPU.go.id                 

3 
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Rincian perolehan suara di atas menunjukan hasil yang jelas, namun yang menarik 

adalah jika dibandingkan antara petahana Gubernur Lampung yaitu pasangan 

nomor urut 1 dengan pasangan pemenang yaitu pasangan nomor urut 3. Hasil dari 

berbagai suara menunjukan bahwasanya pemenang dari total perolehan adalah 

pasangan nomor urut 3, namun jika dilihat dari pemenang per kabupaten maka 

didapat hasil bahwa pasangan petahana menang di 8 kabupaten dibandingkan 

dengan pasangan nomor 3. Meskipun petahana hanya menang di kabupaten-

kabupaten kecil.  

 

Data tabel diatas menunjukan bahwa di Kabupaten Tanggamus, pasangan no urut 

3 kalah dengan pasangan no urut 1 dengan selisih yang tidak terlampau jauh. 

Kabupaten ini merupakan kabupaten yang terindikasi terjadinya praktik pembelian 

suara terbanyak dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018.  Pemilihan 

Gubernur Lampung sangat menarik untuk dibahas dengan berbagai fakta di 

dalamnya.   

      

Pemilihan Gubernur Lampung pun banyak diwarnai dengan berbagai fakta yang 

menarik. Fakta-fakta tersebut yaitu, semua calon Gubernur Lampung memegang 

peran penting dalam pemerintahan, pasangan nomor urut 1 merupakan petahana, 

calon gubernur nomor urut 2 merupakan Walikota Bandar Lampung, calon wakil 

gubernur nomor urut 3 merupakan Bupati Lampung Timur, dan yang terakhir 

merupakan Bupati Lampung Tengah. Pemilihan gubernur pun banyak diwarnai 

dengan berbagai kasus, dimulai dari tertangkapnya calon gubernur nomor urut 4 

yang sekaligus masih Bupati Lampung Tengah dengan tuduhan korupsi dan juga 
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adanya kasus terbaru yaitu dugaan pembelian suara yang dilakukan oleh pasangan 

pemenang (Hardiansyah, Ridwan, dalam Tribunlampung.co.id diakses pada 22 

Oktober 2018, pukul 16.37 WIB). 

 

Pemilihan Gubernur Lampung memang sudah terjadi namun banyak laporan 

kepada Bawaslu bahwa Pilkada Lampung diduga banyak diwarnai dengan 

pembelian suara. Kejadian dugaan pembelian suara yang dilakukan oleh pasangan 

nomor urut 2 Herman-Sutono terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. Pembagian uang 

tersebut dilaksanakan di Pekon Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, 

yang dihadiri oleh bakal calon saksi untuk paslon nomor urut 2 Herman HN- 

Sutono, dari 5 Kecamatan, yaitu, Kecamatan Bangkunat, Ngaras, Ngambur, Pesisir 

Selatan dan Way Krui. 

 

Kegiatan tersebut juga dihadiri juru kampanye pasangan calon nomor 2, Ustad 

Ismail Saleh, Lakat Amin, Rahma Wati dan Zaidi (Kordinator Saksi Kecamatan 

Bangkunat). Terdapat dugaan pelanggaran pembelian suara yang terjadi di 

lapangan depan Gedung Sekolah MTS, yang dilakukan oleh Zaidi selaku 

Kordinator Saksi Kecamatan Bangkunat dengan cara membagi-bagikan amplop 

yang berisikan uang dua lembar pecahan senilai Rp.100.000 dan satu lembar 

pecahan Rp.50.000. Setelah kejadian tersebut Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat,  

menyita, 1 kaos bergambar depan dan bertuliskan “pilihan kita nomor urut 2”, logo 

partai PDI Perjuangan bergambar Herman HN-Sutono, serta satu buah amplop 

yang sudah terbuka dan satu lembar uang senilai Rp.50.000 yang diperoleh dari 
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salah satu calon saksi Kecamatan Bangkunat atas nama Zaidi. (Admin dalam 

Suluh.co.id diakses pada 31 Mei 2019 pukul 11.39 WIB). 

 

Pembelian suara pun dilakukan oleh pasangan no urut 1 Ridho-Bachtiar. Tim 

Sukses dari pasangan calon mulai melakukan penebaran alat peraga kampanye. 

Bahkan, mereka juga menabur sejumlah bingkisan sembako, yang didalamnya 

terdapat stiker, kalender dan kaos bergambar paslon, yakni di Desa Kerinjing, 

Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. 

 

Hal tersebut didapati pada Rabu (17/1/18) sekitar pukul 10.00 WIB. Pembelian 

suara dengan cara pembagian kupon dari jauh-jauh hari sebelum acara kampanye. 

kemudian berdasarkan kupon tersebut warga diperkenankan mengambil bingkisan 

sembako di kediaman salah satu tim sukses. Jenis sembako tersebut yakni mie 

instan, sarden, beras 1 kilogram, kalender tahun 2018, kaos, dan stiker yang 

bergambar calon gubernur Muhammad Ridho Ficardo (redaksi dalam 

Krakataunews.com diakses pada 31 Mei 2019 pukul 11.40 WIB). 

 

Beberapa hari menjelang pencoblosan pada hari tenang Pilgub Lampung 2018, 

sejumlah pihak telah melaporkan indikasi pembelian suara diduga dilakukan untuk 

pemenangan pasangan calon nomor urut 3. Bawaslu Provinsi Lampung telah 

menerima 13 kasus pembelian suara dan 1 kampanye di luar jadwal pada masa 

tenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung 2018 (Isworo, 

Triyadi, dalam Lampost.co diakses pada 04 Desember 2018 pukul 10.24 WIB)  
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Panwas di Kecamatan Talang Padang, panwas Kabupaten Tanggamus, maupun 

Bawaslu Lampung membenarkan adanya beberapa laporan itu, dan pihaknya 

tengah memprosesnya. keputusan Bawaslu pada 19 Juli 2018 dalam sidang dugaan 

Politik uang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) memutuskan bahwa terduga 

tidak terbukti secara sah melakukan dugaan pembelian suara. Kasus dugaan politik 

uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilgub Lampung sudah 

diputuskan Bawaslu Lampung (Adriansyah, Noval, dalam Tribunlampung.co.id. 

diakses pada 22 Oktober 2018 pukul 16.40 WIB)  

 

Bawaslu Lampung menolak seluruh laporan pihak pelapor 1 pasangan M. Ridho 

Ficardo dan Bachtiar Basri dengan putusan nomor: 

001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018  dan laporan pihak pelapor 2 

pasangan Herman HN dan Sutono dengan putusan nomor: 

002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 (Isworo, Triyadi, dalam Lampost.co 

diakses pada 04 Desember 2018 pukul 10.32 WIB). Salah satu tudingan yang 

dilayangkan pasangan no urut 2 adalah terlibatnya korporasi dalam pemenangan. 

Ketua DPP-PDIP mengatakan bahwa permainan pembelian suara ini 

mengindikasikan adanya kekuatan kapital yang muncul dan digerakkan oleh 

korporasi raksasa di Lampung (Tamtomo, Akbar Wahyu, dalam Tribunnews.com 

diakses pada 04 Desember 2018 pukul 11.00 WIB). 

 

Banyak korporasi yang ikut andil dalam berbagai pemilihan umum. Hal tersebut 

merupakan salah satu strategi dari calon untuk mendapatkan suntikan dana guna 

melangsungkan kampanye. Dilihat dari Sudut pandang lain akan menimbulkan 
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kerusakan demokrasi karena akan menghasilkan politik praktis dan money politics 

dalam proses kampanye calon. Bukan menjadi rahasia publik lagi bahwasanya 

Pengusaha gula PT Sugar Group Companies (SGC) Purwanti Lee mendukung 

pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim alias Nunik dalam perhelatan Pilkada 

Lampung (Ansyari, Sahrul, dalam Viva.co.id. diakses pada 16 Oktober 2018 pukul 

21.10 WIB). 

 

Harapan dari berbagai pihak bahwa politik uang terstruktur, sistematis dan masif 

(TSM) yang diambil oleh KPU dan Bawaslu adalah benar dan tidak berpihak 

kepada satu pihak, karena ini merupakan tugas Bawaslu untuk mencegah praktik 

uang seperti yang tercantum dalam UU No 7 Tahun 2017 pasal 93 huruf e yaitu 

“mencegah terjadinya politik uang”. Harapan dari masyarakat tentunya keputusan 

ini memeng benar karena siapa yang memimpin akan menjadi cerminan dari 

wilayah tersebut bukan hanya dari tata keteraturan pemerintahanya tetapi juga 

dalam tatanan masyarakat sosial. 

 

Kenyataanya keputusan dalam sidang dugaan politik uang terstruktur, sistematis 

dan masif (TSM) dinilai keliru, karena banyaknya laporan masyarakat terkait 

dengan pelanggaran dalam Pilkada Lampung tahun 2018. Fakta dilapangan yang 

menunjukan bahwa pembelian suara memang terjadi di Lampung. Hal ini 

menunjukan bahwa tidak ada upaya yang serius untuk menanggulangi pelanggaran 

yang terjadi dalam pemilihan umum. Pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 

2  bahkan terus melayangkan gugatannya tentang terjadinya pembelian suara di 
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Lampung bahkan sampai ke tingkat Bawaslu pusat (Adriansyah, Noval, dalam 

Tribunlampung.co.id. diakses pada 16 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB).  

 

Bawaslu Provinsi Lampung membenarkan tentang laporan terjadinya pelanggaran 

dalam perhelatan Pilkada Lampung Tahun 2018. Data Bawaslu Provinsi Lampung 

menunjukan adanya berbagai kasus dan Laporan seperti yang terlihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel 2. Laporan Terjadinya Pembelian Suara Dalam Pemilihan Gubernur 

Lampung Tahun 2018 

   Sumber: Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2018 

 

Data di atas menunjukan fakta bahwa memang terjadi pelanggaran dalam Pilkada 

Lampung tahun 2018. Fakta lain menunjukan bahwa praktik pembelian suara 

terjadi di Pekon Kresno Dulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, 

desa Cimanuk Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran, Pekon Sinar Betung 

dan Pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. 

Berdasarkan laporan masyarakat di daerah-daerah tersebut terdapat ratusan amplop 

yang masing-masing berisi Rp.50.000. Bahkan di Tanggamus sudah ada dua 

terdakwa kasus pembelian suara yaitu Sarwoto dan M. Harisun divonis oleh 

No Kabupaten Laporan 

1 Tanggamus 4  

2 Bandar Lampung 1  

3 Lampung Tengah 3  

4 Pesawaran 1  

5 Pringsewu 1  

6 Lampung Timur 1 

7 Pesisir Barat 1 

8 Lampung Selatan 1 
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majelis Hakim Pengadilan Negri Kota Agung 3 Tahun Penjara dan 

Rp.200.000.000 subsider satu bulan (Herumanika, Febri, dalam Lampost.co.id 

diakses pada 16 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB). 

 

Pembelian suara merupakan fenomena yang lazim ditemui di Indonesia. Fenomena  

negatif ini membuat demokrasi di Indonesia menjadi buruk,  khususnya di Provinsi 

Lampung. Nilai-nilai hak memilih masyarakat dibeli dengan uang kisaran 

Rp.50.000-Rp.100.000 (Ihsanuddin, dalam Kompas.com diakses pada 23 Oktober 

2018, pukul 20.00 WIB). Hal inilah yang membuat Pilkada menjadi mahal dan 

menjadi keluar dari nilai demokrasi dimana slogan “dari rakyat, oleh rakyat, dan 

untuk rakyat” hanya menjadi slogan semata, nyatanya perpolitikan yang terjadi di 

Lampung masih dikuasai oleh elite tertentu. Dukungan dari berbagai korporasi 

besar yang tentunya akan menambah peluang terjadinya pembelian suara dalam 

pemilihan kepala daerah di Lampung. 

 

Uang menjadi alat politik yang sangat berpengaruh dalam perpolitikan. Fenomena 

politik praktis ini menjadi salah satu dari banyaknya faktor penyebab terjadinya 

pemilihan yang buruk. Biaya politik yang mahal akan menyebabkan para calon 

menggunakan pihak lain untuk mendapatkan dana kampanye, dan setelah terpilih 

tentunya akan mempertanggung jawabkan dana pinjaman yang digunakan pada 

saat kampanye. Inilah awal dari pola pembelian suara perpolitikan di Lampung 

bahkan di tingkat pusat. 
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Di sisi lain rendahnya pendidikan politik dalam masyarakat Lampung semakin 

menjadi ladang bagi para calon yang ingin berkuasa dengan cara praktis.  

Pembelian suara membuat masyarakat hilang keyakinan terhadap apa yang benar 

dan apa yang salah. Masyarakat lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan 

mereka untuk beberapa hari dibandingkan dengan tidak mendapatkan uang sama 

sekali. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kemiskinan masyarakat di Lampung 

yang tinggi.  

 

Angka  kemiskinan di Lampung pada tahun 2017 mencapai 13,69%. Pada tahun 

2017 angka kemiskinan di Lampung berdasarkan penghitungan hasil survei sosial 

ekonomi nasional (Susenas) Maret tahun 2017, menunjukan bahwa jumlah 

penduduk miskin di Lampung pada Maret tahun 2017 berjumlah 1,132 juta jiwa 

(BPS Provinsi Lampung). Tingkat kemiskinan dan kebutuhan akan pemenuhan 

bahan makanan pokok membuat masyarakat menjadi sasaran menjadi sasaran para 

pelaku pembelian suara di Lampung. 

 

 Pembelian suara berulang kali terjadi di Lampung. Pada pemilihan Gubernur 

Lampung 2014 terkenal dengan istilah “Politik gula”. Gula tampaknya memainkan 

peranan signifikan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 

Lampung Tahun 2014. Betapa tidak, salah satu barang kebutuhan pokok tersebut 

diduga menjadi komoditas utama suap pasangan Calon Gubernur dan Wakil 

Gubernur Lampung no urut 2, Muhammad Ridho Ficardo-Bakhtiar Basri, kepada 

masyarakat (Gunadha, Reza, dalam Tribunnews.com diakses pada 24 Oktober 

2018 pukul 20.11 WIB). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ward Berenschot dan Darmawan Purba pada 

3 Juli 2014 menyebutkan SGC mengeluarkan dana sekitar Rp.500 miliar untuk 

kampanye Ridho Ficardo-Bachtiar Basri. Truk-truk penuh gula melaju ke desa-

desa di seluruh Lampung untuk melaksanakan ‘banjir gula’, sebuah ‘banjir’ besar 

karung-karung gula beratnya 2 kilo yang dihiasi dengan gambar Ridho. Pasangan 

ini juga membagikan uang Rp.50.000 kepada pemilih menjelang pencoblosan, 

menyelenggarakan konser musik, dan pertunjukan wayang orang dengan dalang 

terkenal dari Jakarta (Inside Indonesia edisi 117 diakses pada 9 Oktober 2018 

pukul 17.18 WIB). 

 

Hasil penelitian di atas merupakan cerminan bahwa pembelian suara berulangkali 

terjadi di Provinsi Lampung. Pembelian suara semakin marak terjadi dalam 

pemilihan umum. Pemilihan di tingkat provinsi, kabupaten, hingga ke tingkat desa 

pun banyak dinodai dengan pembelian suara. Hal ini menunjukan hilangnya 

panduan moral masyarakat ditunjukan dengan pembiaran terhadap pelanggaran 

peraturan yang terjadi pada saat pemilihan umum.  

 

Penelitian tentang pembelian suara ini akan dilakukan di Pekon Singosari, 

Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Alasan pemilihan lokasi 

penelitian ini adalah berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Lampung dan 

Panwaskab Tanggamus, juga Panwaslu Kecamatan Talang Padang bahwasanya 

terjadi indikasi pembelian suara di daerah tersebut. Adapun laporan dari 

masyarakat dan berdasarkan temuan diamankan amplop sebanyak 332 amplop 

berisi uang Rp.50.000 dengan pecahan dua lembar Rp.20.000 dan satu Lembar 
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Rp.10.000 dengan total Rp.16.000.000 lebih (Radarlampung.co.id. diakses pada 9 

Oktober 2018 pukul 17.51 WIB). Di Pekon Betung, kepala pekonnya, Sumani, 

yang membagikan amplop berisikan uang kertas pecahan Rp50.000. Dia belum 

sempat membagikan 356 amplop (Hermansyah, dalam Rmollampung.com diakses 

pada 8 Januari 2018 pukul 15.30 WIB). 

 

Pentingnya penelitian mengenai pembelian suara ini didasarkan bahwa masih 

banyaknya indikasi tentang terjadinya pembelian suara di Provinsi Lampung pada 

umumnya dan Kabupaten Tanggamus Khususnya. Sehingga penelitian ini 

diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam 

Pemilihan umum baik itu Penyelenggara, Pengawas bahkan masyarakat pemilih 

untuk sama–sama memerangi pembelian suara. Serta sebagai sarana bagi 

masyarakat dan pembaca untuk mengetahui buruknya pembelian suara, serta untuk 

mengetahui fenomena pembelian suara dalam pemilihan kepala daerah di 

Lampung Tahun 2018. 

 

Pengertian pemilihan kepala daerah sendiri termaktub dalam UU No 15 Tahun 

2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Pada UU No 15 Tahun 2011 pasal 1 angka 

4 adalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian diperbaharui dengan munculnya 

UU No 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pasal 1 

angka 5 mengatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang 

selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi 
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dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara 

demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat. 

 

UU No 22 Tahun 2014 kemudian diperbaharui menjadi UU No 1 Tahun 2015. 

Pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang 

selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi 

dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung 

dan demokratis. Kemudian di perbaharui kembali dalam UU No. 8 Tahun 2015 

pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 

wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut 

pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 

bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis. 

 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu 

penelitian oleh Ahmad Afif Azhari, Dendi Lukmajati, Dedi Irawan, Andi Akbar, 

dan Natessya Septiani Rahmanda. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad 

Afif Azhari (2010) menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian oleh 

Ahmad menyebutkan bahwa penyebab politik uang yang terjadi adalah lemahnya 

penegakan hukum, lemahnya peran partai sebagai lembaga pendidikan politik dan 

fenomena kemiskinan dan pragmatisme. 

 

Penelitian selanjutnya oleh Dendi Lukmajati (2014) yang menggunakan metode 

deskriptif analitik dalam penelitiannya. Hasil penelitian oleh Dendi menyebutkan 
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bahwa perilaku politik menunjukan adanya pola transaksional yang berkembang di 

masyarakat, pengetahuan tentang politik uang memberikan hasil bahwa 

masyarakat dan aktor politik mengetahui mengenai politik uang dari pengalaman 

yang pernah mereka alami dan temuan terakhir adalah bentuk dan model politik 

uang berupa serangan fajar.  

 

Penelitian selanjutnya oleh Dedi Irawan (2015) yang menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian oleh Dedi menyebutkan bahwa bentuk-bentuk 

politik uang yang terjadi dalam Pemilu legislatif tahun 2014 di Kelurahan Sempaja 

Selatan yaitu : berbentuk uang dan berbentuk fasilitas umum, adapun hasil lainnya 

yaitu pola strategi yang digunakan dalam proses politik uang yaitu : serangan fajar 

dan mobilisasi massa. 

 

Penelitian selanjutnya oleh Andi Akbar dengan judul skripsi Pengaruh Money 

Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten 

Bulukumba (Studi Kasus Desa Borogae Kecamatan Bulukumpa) yang 

menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian oleh Andi menunjukan 

bahwa money politics berpengaruh besar terhadap partisipasi masyarakat dan 

faktor terjadinya money politics adalah masalah ekonomi, kebiasaan ketika pemilu, 

pendidikan yang rendah, dan kesepakatan dengan pemerintah. 

 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Natessya Septiani Rahmanda dengan judul 

tesis Faktor-Faktor Masyarakat Bersikap dan Berperilaku Permisif Terhadap 

Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif Kota Bandar 
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Lampung Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan oleh Natessya adalah 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian oleh Natessya menyebutkan bajwa dengan 

hasil politik uang di Bandar Lampung mengalami peningkatan, sikap permisif dan 

pragmatis pemilih disebabkan dengan semakin tingginya bantuan yang diberikan 

oleh caleg, faktor permisif adalah masyarakat miskin, lemahnya hukum, dan 

kebiasaan. 

 

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan yang 

beragam dengan penelitian ini, di lihat dari sisi penggunaan metode penelitian, 

ruang lingkup, serta fokus penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad 

Afif Azhari (2010) memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang politik 

uang yang terjadi dalam Pilkada. Persamaan lainya yaitu sama-sama menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaannya terletak pada fokus 

penelitiannya. Fokus penelitian ini adalah pola politik uang terbentuk saat pilkada. 

Sedangkan penelitian oleh Afif berfokus tentang penyebab praktik politik uang. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dendi Lukmajadi (2014) memiliki persamaan 

dengan penelitian ini yaitu berfokus pada praktik politik uang yang terjadi. Serta 

perbedaanya terletak pada segi ruang lingkup penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan ruang lingkup pada pemilihan 

kepala daerah sedangkan penelitian oleh Dendi menggunakan deskriptif analitik 

dengan ruang lingkup pada Pemilu legislatif.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Irawan (2015) memiliki persamaan antara 

penelitian di atas adalah sama sama berfokus pada politik uang. Persamaan lainya  

terletak pada penggunaan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada rung lingkupnya, Dedi menggunakan ruang lingkup 

penelitian ini pemilihan legislatif, sedangkan peneliti menggunakan ruang lingkup 

penelitiannya pemilihan kepala daerah. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Andi Akbar dalam skripsinya memiliki perbedaan 

yang terletak pada  fokus penelitiannya. Metode penelitian yang digunakan sama-

sama deskriptif kualitatif. Perbedaan nya terletak pada fokus penelitianya 

penelitian ini berfokus pada pola politik uang yang terbentuk, sedangkan peneliti 

oleh Andi menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada 

partisipasi dan politik uang. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Natessya Septiani Rahmanda dalam tesisnya 

memiliki perbedaan yang terletak pada ruang lingkup penelitian. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan ruang lingkup 

penelitiannya tentang pemilihan kepala daerah, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Natessya menggunakna metode penelitian deskriptif kualitatif 

dengan fokus penelitiannya tentang pemilihan legislatif. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berasal dari latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah  

Bagaimanakah bentuk, pola, dan strategi pembelian suara yang terjadi dalam 

Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami secara komperhensif bagaimana 

bentuk, pola, dan strategi pembelian suara terjadi dalam Pemilihan Gubernur 

Lampung Tahun 2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini adalah  

1. Secara teoritis penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu Pengetahuan 

dan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti selanjutnya, terutama di bidang 

pola, bentuk dan strategi pembelian suara dalam pemilihan kepala daerah. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan kedepannya dapat menjadi acuan bagi 

semua pihak yang terlibat dalam Pemilihan umum baik itu Penyelenggara, 

Pengawas bahkan masyarakat pemilih untuk sama–sama mengatasi persoalan 

pembelian suara. Kemudian diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat 

dan pembaca untuk mengetahui buruknya pembelian suara dalam sistem 

politik. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Politik Uang 

 

1. Pengertian Politik Uang 

 

Politik uang menurut Aspinall dan Sukmajati (2015: 3) adalah untuk 

menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai 

terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu. 

secara lebih spesifik mereka memfokuskan kepada patronase dan klientalisme. 

 

Shefter mendefinisikan patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di 

antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, 

para pekerja atau penggiat kampanye, dalam rangka mendapat dukungan dari 

mereka (Aspinall dan Sukmajati, 2015). Aspinall dan Sukmajati (2015: 4) 

mengungkapkan bahwa patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, 

dan keuntungan ekonomi lainya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek) yang 

didistribusikan politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu 

(misalnya amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/komunitas (misalnya 

lapangan sepakbola untuk para pemuda di kampung).  
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Pengertian klientalisme menurut Huchroft adalah merupakan relasi kekuasaan 

dan personalisitik dan keuntungan material dipertukarkan dengan dukungan 

politik. Sedangkan menurut Aspinall dan Sukmajati klientalisme merujuk pada 

karakter relasi antara politisi dengan pemilih atau pendukung (Aspinall Dan 

Sukmajati 2015: 4).  

 

Patron-klien menurut pendapat Scott memiliki beberapa kriteria sebagai berikut: 

Pertama adalah ada ketidaksetaraan dalam status sosial, yang menggambarkan 

perbedaan dalam kekuasaan, kekayaan, dan posisi. Klien adalah orang yang 

memasuki hubungan pertukaran yang tidak seimbang; dia tidak dapat membayar 

sepenuhnya pelindung, hutang kewajiban mengikatnya, dan itu semua tergantung 

pada pelindung. Kedua adalah proses tatap muka atau pertemuan langsung. Sifat 

hubungan ini sangat berperan dengan kedua belah pihak memperhitungkan 

untung dan rugi, sementara unsur rasa tetap berpengaruh karena kedekatan 

hubungan. Ketiga adalah obligasi itu fleksibel dan tersebar luas. Sifat luas dapat 

dilihat tidak hanya dalam hubungan kerja, tetapi juga dalam hubungan tetangga 

dan kedekatan turun temurun atau persahabatan. Jenis pertukaran ini tidak hanya 

melibatkan uang atau barang, tetapi juga bisa dalam bentuk bantuan, bantuan, 

kekuatan dan dukungan, dan bahkan perlindungan (Kurniawan, 2018: 284). 

 

Menurut Legg pembentukan hubungan patron-klien memiliki beberapa 

persyaratan untuk membuat hubungan terjalin: pertama, pelindung telah 

menguasai banyak sumber daya yang tidak terbatas; kedua, hubungan antara 

keduanya (pelindung dan klien) bersifat pribadi: ketiga, keputusan untuk 
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mengadakan pertukaran didasarkan pada saling pengertian dan saling 

menguntungkan (simbiosis mutualisme) (Kurniawan, 2018: 284). 

 

Pendapat yang diungkapkan oleh Huntington memperkuat definisi di atas bahwa 

hubungan patron-klien terikat secara individual dan didasarkan pada pertukaran 

manfaat bersama yang tidak seimbang. Pelanggan dengan status lebih tinggi 

memberikan perlindungan, bantuan ekonomi, refleksi status mereka kepada klien 

mereka, dan campur tangan atas nama mereka untuk terhubung dengan pejabat 

pemerintah. Klien membalas dengan memberikan kesetiaan dan rasa hormat, 

tenaga, hadiah kecil pada waktu tertentu, dan dukungan politik (Kurniawan, 

2018: 284).  

 

Piattoni (2001) menjelaskan dan mengamati bagaimana demokrasi sebenarnya 

memperkuat klien melalui proses tawar-menawar antara broker dan pelanggan. 

Klientalisme tidak dihancurkan oleh platform demokrasi dan program tetapi 

dipaksa untuk berkembang menjadi jaringan pertukaran dengan piramida 

kompleks antara klien, broker, dan pelanggan (Kurniawan, 2018: 284).  

 

Hopkin memiliki pendapat lain. Dia memberikan definisi klientalisme yang lebih 

baru dibandingkan dengan Scott. Hopkin menyatakan bahwa klientelisme 

melibatkan banyak pihak yang berbagi sumber daya negara untuk kelompok atau 

individu dalam pertukaran dan terkadang kurang seragam dan kurang pribadi. 

Pola hubungan ini lebih materialistis daripada definisi lama (Kurniawan, 2018: 

284). 
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Kitschelt dan Wilkinson mengusulkan definisi yang sedikit berbeda. Mereka 

berpendapat bahwa klientelisme telah berkembang menjadi hubungan pertukaran 

yang lebih simetris (tidak asimetris); itu rasional (bukan normatif) dan dimediasi 

oleh broker yang tidak melakukan proses tatap muka. Kitschelt dan Wilkinson 

mendefinisikan klientelisme sebagai pertukaran langsung atau transaksi warga 

dengan imbalan pembayaran atau penghargaan langsung dalam bentuk akses ke 

pekerjaan, barang dan jasa (Kurniawan, 2018: 284).  

 

Makna atau definisi baru ini memberikan tiga perubahan dalam perspektif 

hubungan patronclient menurut Volintiru. Pertama, hubungan saling 

membutuhkan (simbiosis mutualisme) antara pelanggan dan pelanggan; mereka 

adalah pemasok utama barang dan jasa kepada penghubung (broker) untuk 

melakukan transaksi. Kondisi seperti itu menggambarkan skala penuh hirarki 

sosial. Kedua, definisi sebelumnya berkontribusi pada emansipasi klien karena 

tidak ada hubungan asimetris atau dominasi, tetapi transaksi komersial antara 

satu dan yang lainnya menawarkan apa yang diinginkan (Kurniawan, 2018: 284). 

 

Faktanya kejadian patronclient  tidak selalu terjadi persis sama dengan definisi 

kedua itu. Menurut Medina dan Stokes ternyata pelanggan dan broker memiliki 

monopoli politik atau ekonomi atau setidaknya merupakan bagian dari oligopoli 

ekonomi atau politik. Fakta ini menunjukkan bahwa masih ada hubungan 

asimetris dalam praktik; oleh karena itu, ketergantungan klien tetap jauh lebih 

tinggi daripada pelanggan. Ketiga, definisi baru ini berkontribusi pada kebutuhan 

akan intermediasi dalam jaringan patronase modern; clientelism electoral 
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membutuhkan struktur mobilisasi yang lebih besar yang tidak dapat lagi dilayani 

oleh hubungan patron-klien dalam definisi yang diajukan oleh Scott (Kurniawan, 

2018: 284). 

 

Menurut Schaffer (2007) pembelian suara memiliki makna yang berbeda dan 

sering dipahami dalam konteks yang berbeda di beberapa negara, tergantung 

pada faktor-faktor seperti budaya dan tradisi model politik dan pemilihan.  

Contohnya dikemukakan oleh Forest dan Teresita (2000) dalam politik AS, 

beberapa donor menyumbangkan sejumlah besar uang kepada partai politik 

tertentu atau calon presiden atau calon gubernur untuk melindungi kepentingan 

bisnis para donor dalam kampanye. Di Filipina, politik uang dapat didefinisikan 

sebagai penggunaan uang atau kompensasi dalam kegiatan pembelian pemilih 

secara langsung untuk mempengaruhi pemilih dan mendukung kandidat yang 

disumbangkan (Kurniawan, dkk. 2017: 361). 

 
Salah satu definisi pembelian suara yang sering dikutip oleh banyak kalangan 

adalah Etzioni-Halaevy yang menyatakan bahwa pembelian suara adalah 

pertukaran dukungan politik dengan perolehan materi pribadi atau penggunaan 

uang dan manfaat langsung untuk mempengaruhi pemilih. Kedua definisi 

tersebut menekankan tujuan, yaitu untuk mendapatkan konten yang 

dipersonalisasi atau langsung ke pemilih dengan imbalan dukungan politik 

(Kurniawan, dkk. 2017: 361). 
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Supriyanto menjelaskan bahwa aktor pembelian suara, setidaknya memiliki lima 

kepentingan berbeda, yaitu pemilih, kandidat, partai politik, administrasi pemilu, 

dan penyandang dana (pengusaha, donor). Barang suap, baik dalam bentuk tunai 

atau bahan lainnya, harus ditukar dengan posisi, keputusan, atau keputusan 

politik (Kurniawan, dkk. 2017: 362). 

 

Dalam konteks pemilihan, ada empat lingkaran pembelian suara yang dirangkum 

oleh Buehler dan Tan sebagai "para pihak yang mencari uang dari para 

kandidat". Pertama, transaksi antara elite ekonomi (pemilik uang) dan kandidat 

kepala daerah. Kedua, transaksi antara calon kepala daerah dan partai politik 

memiliki hak untuk dicalonkan. Ketiga, transaksi antara kandidat dan tim 

kampanye pejabat pemilu yang memiliki wewenang untuk menghitung suara. 

Tujuannya adalah untuk menambahkan suara dengan cara yang tidak sah. 

Keempat, transaksi antara kandidat atau pemilih dengan tim kampanye yang 

membentuk pembelian yang masuk akal (Kurniawan, dkk. 2017: 362). 

 

Schaffer mengatakan setidaknya ada empat jenis motivasi di antara pemilih 

mengapa mereka menerima tawaran politik uang. Pertama adalah kebutuhan 

ekonomi jangka pendek pemilih untuk mendapatkan keuntungan pribadi segera. 

Kedua adalah perasaan khawatir tentang kemungkinan pembalasan dari seorang 

kandidat jika pemilih menolak tawaran uang politik. Ketiga terkait dengan rasa 

tanggung jawab pribadi kepada broker (tim untuk sukses) yang telah memberikan 

uang atau barang, yang biasanya terdiri dari orang lain, teman, atau anggota 

keluarga yang signifikan. Keempat adalah kepercayaan umum bahwa politik 
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uang adalah tanda kebajikan atau bukti kesadaran pemilih. Motif ketiga dan 

keempat adalah penjelasan mengapa pembelian suara seringkali sulit dihilangkan 

(Kurniawan, dkk. 2017: 362). 

 

Menurut Schffer dan Schedler money politics melibatkan “pasar dukungan 

politik” (electoral market) dengan pembeli suara (vote buyers). Pembeli suara 

memberikan uang ataupun barang dan jasa sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh penjual suara (vote seller), serta penjual suara menyerahkan suaranya 

sebagai wujud imbalan atas uang atau barang dan jasa yang telah diterimanya 

(Dendy Lukmajati, 2016 : 8). 

 

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan 

menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada 

proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik 

pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (Kumolo, 2015: 155). 

 

Politik uang (money politics) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi 

perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang 

mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan 

kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (range) yang lebar, dari 

pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara (Ismawan, 1999: 5). 

 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat dilihat bahwa politik uang adalah 

sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan uang 

tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainya (seperti pekerjaan atau 



26 

kontrak proyek) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu sesuatu secara 

individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye, dalam rangka 

mendapat dukungan dari mereka. 

 

2. Bentuk Pembelian Suara   

 

Konsep klientalisme sering ditempatkan dalam posisi yang memiliki arti berbeda 

dengan patronase (patronage). Scott mendefinisikan patronase sebagai relasi dua 

arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi 

(patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk 

memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi 

yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada 

patron (Pratama, 2017: 36). Bentuk materi dalam kajian patronase yang diberikan 

oleh patron kepada klien sangatlah beragam. Menurut Aspinall Dan Sukmajati 

(2015) bentuk materi dalam kajian patronase tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut : 

 

a) Pembelian Suara (vote buying) 

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015: 24) pembelian suara dimaknai 

sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih 

secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan 

harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan 

memberikan suaranya bagi si pemberi. 
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b) Pemberian-pemberian Pribadi (individual gifts) 

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015: 25) untuk mendukung pembelian 

suara yang lebih sistematispara kandidat sering memberikan pemberian 

pribadi kepada pemilih.  Pemberian seperti ini sering kali dibahasakan sebagai 

pelekat hubungan, misalnya anggapan bahwa bahwa barang pemberian 

tersebut sebagai kenang-kenangan. Pemberian yang paling umum dibedakan 

dalam beberapa kategori yaitu  

1.  Pemberian benda kecil : kalender dan gantungan kunci yang disertai 

nama calon 

2. Pemberian makanan/sembako : beras, gula, minyak goreng, dan mie 

instan 

3. Benda yang dianggap religius : kopiah, sarung, mukena, dan sajadah.    

 

c) Pelayanan dan aktivitas (services and activities) 

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015: 26) seperti pemberian uang tunai dan 

pemberian matri lainya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai 

beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang paling 

umum adalah kampanye pada acara perayaan komunitas tertentu. Adapun 

bentuk lain dari aktivitas ini adalah pertandingan olahraga, turnamen catur dan 

domino, forum-forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta 

pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan lain sebagainya. Tidak sedikit 

kandidat yang juga membiayai biaya pelayanan kesehatan masyarakat gratis, 

check-up, penyediaan mobil ambulans dan lain-lain. 
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d) Barang-barang Kelompok (club goods) 

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015: 27) definisi istilah club goods sebagai 

praktik patronase yang diberikan lebih untuk keuntungan bersama bagi 

kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Pengertian 

lebih lanjut dijelaskan Aspinall Dan Sukmajati (2015: 405) Club Goods disini 

merujuk kepada pemberian bantuan secara kolektif oleh calon kepada anggota 

sebuah asosiasi atau organisasi sosial yang memiliki pengaruh segnifikan di 

masyarakat. Jenis barang yang diberikan: perlengkapan ibadah, peralatan 

olahraga, peralatan musik, peralatan dapur, tenda, peralatan pertanian dan 

sejenisnya. 

 

e)  Proyek- proyek gentong babi (pork barrel projects) 

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015: 28) proyek-proyek pork barrel 

didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk 

wilayah geografis tertentu. Karakter utama pork barrel adalah bahwa kegiatan 

ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan 

publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. 

 

Menurut Sumartini (2004: 184-189) modus money politics yang terjadi dan 

sering dilakukan, antara lain: 

a) Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat 

melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para 

pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam. 
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b) Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan money politics misalnya: 

distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, 

penggembira, golongan atau kelompok tertentu 

 

3. Pola Politik Uang  

 

Menurut Rifai (2003) pola politik uang yang terjadi dalam pemilukada pasca 

refmrmasi dan sebelum pemilihan kepala daerah langsung memiliki beberapa jenis, 

yaitu: 

a) Uang perkenalan  

Menurut Rifai (2003: 62) pada proses pemilihan, masing-masing bakal calon 

melakukan pendepakan kepada para anggota dewan. Bagi mereka yang 

terlibat dalam perilaku politik uang juga menyediakan dana khusus dalam 

masa perkenalan ini. 

b) Uang pangkal 

Menurut Rifai (2003: 63) strateginya dengan memberikan uang pangkal 

disertai janji apabila kelak terpilih akan melunasi sisa yang dijanjikan. 

c) Pencalonan oleh fraksi. 

Menurut Rifai (2003: 64) posisi kepala daerah tentunya diminati oleh banyak 

orang. Kondisi “demand” yang melebihi “supply” ini membuka peluang yang 

lebar terjadinya politik uang dalam menentukan siapa yang akan diusung oleh 

fraksi. Polanya adalah: 

1) Dana diberikan untuk fraksi 
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2) Dana diberikan untuk fraksi, partai, dan penghubung 

d) Pembelian suara menjelang pemilihan  

Menurut Rifai (2003: 67) Kejadian paling umum dalam praktek politik uang 

adalah pembelian suara menjelang pemilihan. Strategi yang dilakukan adalah 

dengan mendapatkan informasi berapa dana yang diberikan oleh pihak lawan 

bagi suara mahal ini. Setelah mengetahui “harga suara” maka kemudian 

diberikan dana yang jauh lebih besar mungkin menjadi duakali, tigakali, atau 

sepuluh kali lipat untuk mendapatkan suara lawan. 

e) Serangan Fajar  

Menurut Rifai (2003: 70) Bagi para bakal calon kepala daerah beserta tim 

suksesnya masa paling rawan adalah H-2 dan H-1. Pada masa inilah masing-

masing saling malakukan pengintaian guna semaksimal mungkin dan seakurat 

mungkin mendapatkan informasi tentang seberapa besar dana yang beredar 

bagi satu suara. Namun, dalam prakteknya “Serangan Fajar” dimaksudkan 

pada hari H pemilihan, kandidat atau tim suksesnya memanfaatkan informasi 

paling mutakhir tentang berapa harga satu suara dan anggota mana saja yang 

masih dapat digarap. 

 

Pola politik uang menurut Rifai (2003) menjelaskan berbagai jenis dan proses 

peredaran politik uang kepada Legislatif. Hal ini terjadi karena sebelum 

pemilihan langsung disahkan, proses penentuan pemenang dalam pemilihan 

kepala daerah adalah ditentukan dari banyaknya anggota legislatif yang 

mendukung kepala daerah tersebut.  Setelah pemilihan langsung disahkan maka 
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banyak dari pola-pola yang dijelaskan oleh Rifai (2003) tidak terjadi lagi, namun 

pola tersebut masih ada yang relevan di terapkan pada saat pemilihan kepala 

daerah secara langsung di Provinsi Lampung Tahun 2018.  

 

4. Strategi Pemberian Uang  

 
Strategi pemberian uang dari patron kepada client menurut Rifai (2003) ada beberapa 

macam yaitu: 

a) Sistem ijon 

Menurut Rifai (2003: 75) Sistem ijon adalah suatu sistem dimana sesuatu 

dibayar dimuka yang bersifat mengikat. 

b) Melalui tim sukses calon 

Menurut Rifai (2003: 78) Strategi ini menggunakan orang tertentu dan dapat 

dipercaya dalam praktek ini, melalui orang-orang itulah disampaikan kepada 

mereka yang berhak menerimanya.  

c) Melalui orang terdekat 

Menurut Rifai (2003: 78) Pada praktek politik uang berbagai cara dilakukan. 

Latar belakang sang anggota dipelajari secara seksama. Misalnya, mencari 

informasi akurat tentang siapa keluarganya, darimana ia berasal, kepada siapa 

dia berhubungan dekat dan siapa saja yang mungkin mampu 

mempengaruhinya. 

d) Pemberian langsung oleh kandidat 

Menurut Rifai (2003: 79) Sangat mungkin bakal calon terlibat langsung dalam 



32 

penyampaian sejumlah dana untuk kepentingan pemilihan. Biasanya misi ini 

dilakukan secara rahasia oleh pasangan bakal calon. Operasi ini dapat 

dilakukan di pagi hari atau malam hari, tergantung kesepakatan dengan 

anggota atau dengan cara mendatangi rumah secara mendadak. 

e) Dalam bentuk cheque 

Menurut Rifai (2003: 80) Disamping pemberian uang langsung dalam bentuk 

kontan, metode transaksi lainya adalah dengan menggunakan cheque yang 

dapat diuangkan pada tanggal tertentu.  

 

B. Pemilihan Kepala Daerah 

1.  Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 

Pengertian pemerintah daerah menurut (Hadiwidjoyo 2011: 41) pemerintah 

daerah digunakan sebagai penyebutan satuan pemerintahan rendah dibawah 

pemerintah pusat yang mempunyai wewenang untuk menjalankan 

pemerintahanya sendiri. Prespektif lain dari hubungan antara pemerintah daerah 

dengan demokratisasi yaitu diungkapkan oleh (Mariana dan Pascarina, 2008: 33) 

dalam prespektif hubungan pemerintahan daerah dan demokrasi mengatakan 

bahwa Pemilihan kepala daerah secara langsung diperlukan untuk memutus 

distorsi dan politisasi aspirasi publik yang cindrung dilakukan partai dan para 

politisi jika kepala daerah dipilih secara elitis oleh dprd. Pemilihan ini dapat 

meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala-

kepala daerah.   
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Abdul Asri mengatakan bahwa Pilkada langsung merupakan tonggak demokrasi 

terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang 

lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang 

pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui 

pilkada langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme 

sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oledendih sejumlah anggota 

DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat 

menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala 

daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan ada 

sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi demokrasi dapat 

ditekan seminimal mungkin (Harahap 2005: 122). 

 
Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pemilihan kepala daerah adalah 

pelaksanaan kedaulatan rakyat di bawah Pemerintah pusat yaitu wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, 

serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala 

daerah secara langsung diperlukan untuk memutus distorsi dan politisasi aspirasi publik 

yang cenderung dilakukan partai dan para politisi jika kepala daerah dipilih secara elitis 

oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah juga dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas 

para elit politik lokal guna melaksanakan otonomi daerah. 

 

 

 



34 

C. Politik Uang dalam Pilkada 

 

Menurut Sutoro (2004), politik uang terjadi karena kuatnya persepsi bahwa pilkada 

adalah sebagai sebuah perayaan. Semakin maraknya politik uang, membuat sebagian 

rakyat memandang pilkada bukan sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang 

dapat memperjuangkan kepentingan mereka, namun pilkada dipandang sebagai suatu 

kesempatan di mana suara rakyat dibutuhkan untuk mengantarkan seseorang menjadi 

elit politik. Karena itu, mereka merasa berhak mendapatkan upah atas dukungan yang 

diberikan kepada seorang calon (dalam Hariyani, 2015: 180) 

 
Suburnya politik uang itu juga tidak lepas dari cara pandang masyarakat pemilih yang 

permisif terhadap politik uang tersebut. Pada proses demokrasi di indonesia, termasuk 

demokrasi level terendah yaitu Pilkades praktek money politics tumbuh subur. Politik uang 

dianggap suatu kewajaran (permisif) karena masyarakat tidak peka terhadap bahayanya. 

Mereka membiarkan karena tidak merasa bahwa money politics secara normatif harus dijauhi 

(Rifai dalam Fitriyah 2013: 2) 

 

D. Kerangka Pikir 

 

Politik uang adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk 

mendistribusikan uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainya (seperti 

pekerjaan atau kontrak proyek) dari kandidat kepada pemilih di saat pemilu sesuatu 

secara individual kepada pemilih, para pekerja atau penggiat kampanye, dalam 

rangka mendapat dukungan dari mereka. Maraknya politik uang terjadi dalam 
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berbagai kontestasi politik salah satunya adalah pemilihan gubernur. Pemilihan 

Gubernur Lampung tahun 2018 banyak ditemukan indikasi terjadinya politik uang.  

 

Politik uang terjadi karena masyarakat menganggap bahwa Pilkada merupakan suatu 

kontes di mana suara rakyat dibutuhkan untuk mengantarkan seseorang menjadi elit 

politik. Maraknya politik uang, membuat sebagian rakyat memandang pilkada bukan 

sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan 

kepentingan mereka, namun pilkada dipandang sebagai suatu kesempatan untuk 

mendapatkan upah atas dukungan yang diberikan kepada seorang calon dan 

menganggap bahwa itu tidak melanggar peraturan. Lebih jelasnya untuk melihat pola, 

bentuk dan strategi pembelian suara dalam Pemilihan Gubernur Lampung dapat 

dilihat dalam bagan berikut :  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
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Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian Deskriptif 

Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya 

menggunakan pendekatan induktif. pendekatan yang berangkat dari suatu kerangka 

teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamanya, 

untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penilaian dalam bentuk dukungan 

data empiris di lapangan. 

 

Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian 

yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-

orang dan perilakuyang dapat diamati (Moleong, 2012: 4). Penelitian deskriptif 

adalah melukiskan secara fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang 

tertentu secara faktual dan cermat. Melalui metode deskriptif, kita menghimpun data, 

menyusun secara sistematis, faktual dan cermat (Rakhmat, 1995: 22-27). 
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B. Fokus Penelitian 

 

Rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitiannya mengandung penjelasan 

mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak 

dibahas secara mendalam dan tuntas (Bungin, 2012: 41). Penelitian ini akan meneliti 

mengenai pembelian suara dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 (studi 

kasus di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus). Fokus penelitian dalam 

penelitian ini adalah peneliti mengetahui dan menganalisis bentuk  pola, serta strategi 

pembelian suara yang terjadi dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018 

menggunakan teori yang dikemukakan oleh Aspinall dan Sukmajati (2015) dan Rifai 

(2003). Fokus penelitianya dapat dilihat sebagai berikut : 

 

1. Bentuk politik uang menurut Aspinall dan Sukmajati (2015), yaitu : 

a. Pembelian Suara (vote buying) 

b. Pemberian-Pemberian Pribadi (individual gifts) 

c. Pelayanan dan Aktivitas (services and activities) 

d. Barang-Barang Kelompok (club goods) 

e. Proyek-Proyek Gentong Babi (pork barrel projects) 

2. Pola politik uang menurut Rifai (2003), yaitu : 

a. Uang perkenalan 

b. Uang pangkal 

c. Pencalonan oleh fraksi 

d. Pembelian suara menjelang pemilihan 

e. Serangan fajar 
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3. Strategi politik uang menurut Rifai (2003), yaitu : 

a. Sistem ijon 

b. Melalui tim sukses calon 

c. Melalui orang terdekat 

d. Pemberian langsung oleh kandidat 

e. Dalam bentuk cheque 

 

C. Informan   

 

Sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan narasumber, 

partisipan atau informan (Sugiyono, 2012: 216). Subjek penelitian ini menjadi 

informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses 

penelitian melalui wawancara. Informan adalah seseorang yang benar-benar 

mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh 

informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya (Moleong, 2000: 97). Informasi tersebut 

dapat berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam 

memahami persoalan atau permasalahan yang diteliti.  

 

Informan dalam penelitian ini, ditentukan dengan metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2012:216). Teknik purposive sampling, diharapkan dapat memenuhi 

kriteria sampel yang benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dan 

mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek yang diteliti.  
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Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, 

di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

 

Informan dalam penelitian ini yaitu : 

Tabel 11. Data Informan 

No Nama Jabatan 

1 Ricki Ardian  Staff Sekertariat Bawaslu Provinsi Lampung 

2 Antoni kurniawan  Ketua Panitia Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan 

Talang Padang 

3 Solihin Pelapor pembelian suara yang terjadi di Talang 

Padang 

4 Rifin Zaelani  Kepala Pekon Sinar Betung 

5 Sigit Fajrianto Isnaini Kepala Pekon Singosari (diduga terlibat dalam 

kasus pembelian suara)  

6 Yulius  Masyarakat Talang Padang, dan juga anggota partai 

PDI Perjuangan 

7 Deni Saputra Masyarakat Singosari 

8 Rn (Neng) Penerima uang dalam kasus pembelian suara di 

Pekon Singosari 

9 Arizka Warganegara Pengamat politik Universitas Lampung 

10 Budiharjo Pengamat politik Universitas Lampung 

 Sumber: Diolah peneliti (2019) 

 

D. Lokasi Penelitian 

 

Lokasi penelitian merupakan hal utama untuk melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan subjek atau objek diteliti, sehingga penentuan lokasi penelitian dilakukan 

dengan cara mempertimbangkan dimana tempat memperoleh data-data serta 

informasi. Penelitian ini dilakukan terhadap Bawaslu Provinsi Lampung, Panitia 

Pengawas Pemilu Kecamatan Talang Padang, kepala pekon dan masyarakat yang 

tinggal di Pekon Singosari dan Pekon Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, 
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Kabupaten Tanggamus. Penentuan Lokasi Penelitian berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan berikut: 

 

1. Bawaslu Provinsi Lampung dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan 

Talang Padang merupakan lembaga pengawas pemilu yang bertugas untuk 

menerima laporan serta mencegah terjadinya pembelian suara. 

2. Kedua pekon tersebut menjadi lokasi penelitian karena di kedua pekon 

tersebut terjadi transaksi pembelian suara yang terlaporkan kepada Panitia 

Pengawas Pemilu Kecamatan Talang Padang, serta di Pekon Singosari dan 

Sinar Betung ditemukan dan diamankan barang bukti transaksi pembelian 

suara berupa amplop berisi uang.    

 

E. Jenis dan Sumber Data  

 

Menurut Sugiyono (2012), jenis dan sumber data ada 2 yaitu : 

 

1. Sumber Primer  

Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012: 225). Sumber primer ini berupa 

catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang penulis 

lakukan.  

 

2. Sumber Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi 

secara langsung kepada peneliti.  Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil 
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pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau 

dari orang lain (Sugiyono, 2012: 225). Data ini digunakan untuk mendukung 

infomasi dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum 

b. UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah 

c. Hasil rapat panitia khusus dugaan tindak pidana Pemilihan Umum 

Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018. 

d. Laporan Bawaslu nomor 004/KB/BWSL/VII/2018 

e. Berita acara klarifikasi kasus pembelian suara dari Panitia Pengawas 

Pemilu Kabupaten Tanggamus 

f. Pemberitahuan status laporan nomor 352/K.LA-08/PM.06.02/VI/2018 

dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus. 

g. Berita acara penitipan barang kepada Gakkumdu Kabupaten Tanggamus. 

h. Dokumentasi dan data yang didapat dari media internet, buku, serta 

jurnal. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan 

dokumentasi.   
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1. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk lebih 

mendalami responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatap muka 

ataupun komunikasi menggunakan alat bantu komunikasi. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Herdiansyah, 2010: 131). Wawancara dilakukan kepada informan untuk 

mengetahui bagaimana bentuk, pola, serta strategi pembelian suara yang 

terjadi dalam Pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018. Wawancara yang 

dilakukan kepada informan  dengan rincian waktu sebagai berikut: 

No Nama Waktu dan tempat wawancara 

1 Ricki Ardian  Pada tanggal 22 Februari 2019 pukul 11.00-11.30 

WIB di Gedung B Fisip Universitas Lampung. 

2 Antoni kurniawan  Pada tanggal 19 Februari 2019 pukul 16.00-16.30 

WIB di Kantor Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan Talang Padang,   Kabupaten 

Tanggamus 

3 Solihin Pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 11.00-12.00 

WIB di Rumah Bapak Solihin di Pekon Sinar 

Semendo Kecamatan Talang  Padang 

4 Rifin Zaelani  Pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 13.30-14.00 

WIB di Rumah Kepala Pekon Sinar Betung 

5 Sigit Fajrianto Isnaini Pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 16.00-16.30 

WIB di Rumah Kepala Pekon Singosari 

6 Yulius  Pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 10.00-10.30 

WIB di Pasar Talang Padang 

7 Deni Saputra Pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 16.00-16.30 

WIB di Balai desa Pekon Singosari 

8 Rn (Neng) Pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 10.00-10.30 

WIB di Rumah RN di pekon Sinar Betung 

9 Arizka Warganegara Pada tanggal 06 Maret 2019 pukul 16.00-16.30 

WIB di Gedung A Fisip Universitas Lampung 

10 Budiharjo Pada tanggal 7 Maret 2019 pukul 10.30-11.00 WIB 

di Jl. Duku, Blok D2 No.7 Beringin Raya, 

Kemiling 

        Sumber: Diolah peneliti (2019) 
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2. Dokumentasi 

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-

data sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi 

dalam teknik pengumpulan data ini merupakan sarana pembantu penulis dalam 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, 

pengumuman dan sebagainya. Metode pencarian data ini sangat bermanfaat 

karena dapat dilakukan dengan tanpa mengganggu obyek atau suasana 

penelitian (Sarwono 2006: 225). 

 

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan 

untuk mencari informasi dengan menghimpun dokumen elektronik, gambar 

maupun tulisan. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi : 

a. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah 

b. Dokumentasi dari Rmollampung.com dan Lampungpro.com  

c. Dokumentasi yang didapatkan dari pelapor. 

d. Dokumen berita acara klarifikasi dari Bawaslu Kabupaten Tanggamus. 

 

G. Tahap Pegumpulan Data 

 

Penelitian tentang pola, bentuk dan strategi pembelian suara dalam pemilihan 

Gubernur Lampung tahun 2018 menggunakan wawancara sebagai metode koleksi 

data primer dan dokumentasi sebagai metode koleksi data sekunder. Langkah-

langkah yang akan ditempuh dalam tahap pengumpulan data adalah, sebagai berikut: 

a) Melakukan pencarian data yang berasal dari sumber primer yaitu wawancara. 
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b) Melakukan pencarian data yang berasal dari sumber sekunder. yang dihimpun 

dari berbagai dokumen ataupun dari web resmi penyelenggara dan pengawas 

pemilihan umum serta sumber berita yang kredibel.  

c) Menghimpun data primer dan sekunder yang telah didapatkan   

 

H. Teknik Pengolahan Data 

 

Setelah data dari lapangan sudah terkumpul maka tahap selanjutnya yang dilakukan 

adalah mengolah data tersebut, dan teknik yang digunakan dalam mengolah data 

adalah: 

1. Editing 

Editing yaitu pemeriksaan data yang sudah diperoleh untuk menghindari 

kekeliruan dan kesalahan, pemerikasaan ini berguna bagi keabsahan dan 

kesempurnaan data yang diperoleh demi menghasilkan penelitian yang akurat. 

Pengeditan dilakukan untuk melengkapi atau mengurangi (menghapus) data 

yang telah didapatkan pada data mentah. Kekurangan data dapat dilengkapi 

dengan pengumpulan data kembali sedangkan untuk kesalahan data dapat 

dilakukan dengan cara membuang atau menghapusnya. 

 

Tahapan editing dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa kembali data yang 

telah terkumpul. Peneliti kemudian memilih hasil wawancara dengan 

informan, apakah masih terdapat kesalahan dalam melakukan pengisiannya, 

tidak tepat, atau terdapat keterangan fiktif. Peneliti selanjutnya melakukan 
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proses editing dokumentasi yaitu memilih dokumen-dokumen yang relevan 

dengan sub pokok bahasan.  

 

1. Interpretasi Data 

Peneliti memberikan ulasan dari berbagai data yang sudah di editing. 

Pelaksanaan interpretasi data dengan memberikan penjelasan dengan 

menghubungkan hasil wawancara dan dokumentasi, berupa kalimat narasi 

maupun deskriptif. Setelah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel 

selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil 

penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan 

data yang diperoleh dari hal-hal yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-

kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang menyinggung dan 

merugikan banyak pihak (Sugiyono, 2012: 30). 

 

I. Teknik Analisis Data  

 

Setelah melakukan pengumpulan data dan pengolahan data seluruh data yang 

terkumpul kemudian dianalisis oleh peneliti. Data dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang 

didapat selama proses penelitian. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) 

mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap 

reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Reduksi Data 
 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan data, pengabstraksikan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat 

ditarik dan diverivikasi (Miles dan Huberman, 1992: 15).  

 
Reduksi data memudahkan pemahaman atas data yang telah terkumpul dari 

hasil catatan lapangan dengan cara merangkum dan mengklarifikasikan sesuai 

masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. Peneliti mengumpulkan 

data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian membuang data yang 

tidak sesuai dengan fokus penelitian. Setelah mengklasifikasikan data atas 

dasar tema pokok bahasan, kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar 

tersebut menjadi uraian deskriptif. 

 

2. Tahap penyajian data (display) 

Menurut Iskandar (2008: 223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu 

menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat 

menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus 

tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan. Setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data (penyajian).  
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Peneliti kemudian menyajikan data dalam bentuk table, grafik, phie chard 

dan sebagainya. Penyajian data pada penelitian ini akan berbentuk tabel 

dengan tujuan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk 

padu, dengan adanya penyajian data tersebut, maka data akan terorganisir dan 

tersusun dalam pola hubungan yang bertujuan agar semakin mudah untuk 

dipahami.  

 

3. Verifikasi Data 

Data diuji keabsahannya melalui validitas internal yaitu aspek kebenaran. 

Validitas eksternal yaitu penerapan, reliabilitas yaitu konsistensi dan 

obyektifitas. Pada tahap verifikasi data, peneliti akan melakukan penggunaan 

penulisan yang tepat dan padu sesuai data yang telah mengalami proses 

display data. Data yang sudah diuji kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan tahap mencari, arti, makna dan menjelaskan apa 

yang disusun secara singkat agar mudah dipahami sesuai tujuan penelitian. 

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian. Tahap ini 

dilakukan setelah analisis dirasa telah selesai dengan sempurna. Pada tahap ini, 

peneliti mengemukakan bentuk, pola dan strategi pembelian suara yang terjadi 

dalam pemilihan Gubernur Lampung tahun 2018. 
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J. Teknik Keabsahan Data 

 

Teknik keabsahan data adalah derajat ketepatan anatara data yang terjadi ada obyek 

penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012: 40). 

Penelitian ini menggunakan teknik kebsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui 

proses triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai data 

dari berbagai sumber, dengan berbagai cara dan berbagai waktu yang dibagi menjadi 

tiga yaitu yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. 

 

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik triangulasi untuk mencapai 

keabsahan yaitu menggunakan triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan 

informasi dengan cara mencari data yang sama dengan informan yang berbeda, 

maupun dengan sumber lain seperti jurnal dan berita online. Data dari informan 

dikompilasikan dengan  hasil dokumentasi yang memiliki kesamaan informasi. 

Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan hasil dokumentasi yang memiliki 

kesamaan informasi. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Wawancara 

dengan informan lain juga sebagai cara yang peneliti lakukan untuk menguji 

kebenaran data yang sebelumnya. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Calon Gubernur Lampung dalam Pemilihan Gubernur Lampung 

Tahun 2018 
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Sumber : KPU Provinsi Lampung 

 

 

Tabel diatas merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Lampung 

periode 2018-2023. Terdapat empat pasangan calon yang bersaing 

memperebutkan posisi Gubernur Lampung.  Pasangan tersebut yaitu pasangan 

Ridho-Bachtiar yang mendapat nomor urut 1. Pasangan Herman-Sutono yang 

mendapat nomor urut 2.  Pasangan Arinal-Nunik yang mendapat nomor urut 3. 

Pasangan terakhir, yaitu Mustafa-Jajuli yang mendapat nomor urut 4 dalam 

Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018. 

 

 

B. Kasus Pembelian Suara dalam Pemilihan Gubernur Lampung 

 

Pemilihan Gubernur Lampung memang sudah terjadi namun banyak laporan 

kepada Bawaslu bahwa Pilkada Lampung diduga banyak diwarnai dengan 

pembelian suara. Kejadian dugaan pembelian suara  yang dilakukan oleh 

pasangan nomor urut 2 Herman-Sutono terjadi di Kabupaten Pesisir Barat. 

Pembagian uang tersebut dilaksanakan di Pekon Gedung Cahya Kuningan, 

Kecamatan Ngambur, yang dihadiri oleh bakal calon saksi untuk paslon nomor 

urut 2 Herman HN- Sutono, dari 5 Kecamatan, yaitu, Kecamatan Bangkunat, 

Ngaras, Ngambur, Pesisir Selatan dan Way Krui. 
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Kegiatan tersebut juga dihadiri juru kampanye pasangancalon nomor 2, Ustad 

Ismail Saleh, Lakat Amin, Rahma Wati dan Zaidi (kordinator saksi kecamatan 

Bangkunat).Terdapat dugaan pelanggaran pembelian suara  (money politics) yang 

terjadi di lapangan depan Gedung Sekolah MTS, yang dilakukan oleh Zaidi selaku 

Kordinator Saksi kecamatan Bangkunat dengan cara membagi-bagikan amplop 

yang berisikan uang dua lembar pecahan senilai Rp.100.000  dan satu lembar 

pecahan Rp.50.000. Setelah kejadian tersebut Panwaslu Kabupaten Pesisir Barat, 

menyita, 1 kaos bergambar depan dan bertuliskan “pilihan kita nomor urut 2”, 

logo partai PDI Perjuangan bergambar Herman HN-Sutono, serta satu buah 

amplop yang sudah terbuka dan satu lembar uang senilai Rp50 ribu yang 

diperoleh dari salah satu calon saksi Kecamatan Bangkunat atas nama Zaidi. 

(Admin dalam Suluh.co.id diakses pada 31 Mei 2019 pukul 11.39 ). 

 

Pembelian suara pun dilakukan oleh pasangan no urut 1 Ridho-Bachtiar. Tim 

sukses dari pasangan calon mulai melakukan penebaran alat peraga kampanye. 

Bahkan, mereka juga menabur sejumlah bingkisan sembako, yang di dalamnya 

terdapat stiker, kalender dan kaos bergambar paslon, yakni di Desa Kerinjing, 

Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. 

 

Hal tersebut didapati pada Rabu (17/1/18) sekitar pukul 10.00 wib. Pembelian 

suara dengan cara pembagian kupon dari jauh-jauh hari sebelum acara kampanye. 

Kemudian berdasarkan kupon tersebut warga diperkenankan mengambil 

bingkisan sembako di kediaman salah satu tim sukses. Jenis sembako tersebut 

yakni mie instan, sarden, beras 1 kilogram, kalender tahun 2018, kaos, dan stiker 
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yang bergambar calon Gubernur Muhammad Ridho Ficardo. (redaksi dalam 

krakatau news.com diakses pada 31 Mei 2019 pukul 11.40). 

 

Beberapa hari menjelang pencoblosan pada hari tenang Pilgub Lampung 2018, 

sejumlah pihak telah melaporkan indikasi pembelian suara  diduga dilakukan 

untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3. Bawaslu Provinsi Lampung 

telah menerima 13 kasus pembelian suara  atau money politik dan 1 kampanye di 

luar jadwal pada masa tenang pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Provinsi 

Lampung 2018 (Isworo,Triyadi, dalam lampost.co diakses pada 04 Desember) 

 

Bawaslu Provinsi Lampung membenarkan tentang laporan terjadinya pelanggaran 

dalam perhelatan Pilkada Lampung Tahun 2018. Data Bawaslu Provinsi Lampung 

menunjukan adanya berbagai kasus dan Laporan seperti yang terlihat pada tabel 

dibawah ini : 

 

Tabel 2. Laporan Terjadinya Pembelian suara  Dalam Pemilihan Gubernur 

Lampung Tahun 2018 

Sumber : Bawaslu Provinsi Lampung tahun 2018 

 

Data di atas menunjukan fakta bahwa memang terjadi pelanggaran dalam Pilkada 

Lampung tahun 2018. Fakta lain menunjukan bahwa praktik pembelian suara  

terjadi di Pekon Kresno mulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, 

No Kabupaten Laporan 

1 Tanggamus 4  

2 Bandar Lampung 1  

3 Lampung Tengah 3  

4 Pesawaran 1  

5 Pringsewu 1  

6 Lampung Timur 1 

7 Pesisir Barat 1 

8 Lampung Selatan 1 
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desa Cimanuk Kecamatan Way lima Kabupaten Pesawaran, pekon Sinar Betung 

dan pekon Singosari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. 

Berdasarkan laporan masyarakat di daerah-daerah tersebut terdapat ratusan 

amplop yang masing-masing berisi Rp 50.000. Bahkan di Tanggamus sudah ada 

dua terdakwa kasus pembelian suara  yaitu Sarwoto dan M. Harisun divonis oleh 

majelis Hakim Pengadilan Negri Kota Agung 3 Tahun Penjara dan 

Rp.200.000.000 subsider satu bulan (Herumanika, Febri, dalam lampost.co.id 

diakses pada 16 Oktober 2018, pukul 19.00). 

 

C. Keadaan Politik di Lampung   

 

Keadaan politik di Lampung berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Kurniawan, dkk. (2017: 363-365) di 3 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 

yaitu: Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Way Kanan 

menunjukkan bahwa pembelian suara terjadi di 3 kabupaten/kota tersebut dengan 

rincian hasil penelitian sebagai berikut: 

 

1. Kota Bandar Lampung 

Distribusi barang berjumlah 6, 8% dari total responden 662 orang; distribusi 

uang sebesar 8,6% dari total responden; ketika keduanya digabungkan, ada 

15,4% dari total jumlah responden. Indikasi pembelian suara dengan uang dan 

barang adalah 15, 4%. Potensi perubahan preferensi pemilih dalam pemilihan 

lokal di Bandar Lampung dengan pertukaran untuk distribusi uang dan barang 

adalah 15, 4%. Indikasi ini sebagian besar terjadi pada pemilihan walikota 

(Pilwakot) Bandar Lampung. Model pembelian suara yang diyakini oleh 

respon dan akan terjadi di Pilwakot Bandar Lampung, Desember 2015 bahwa 
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penipuan pemilu dipilih oleh 47, 3% responden, diikuti oleh pembelian suara 

29,1%.  

 

2.Kabupaten Way Kanan 

Pemilih yang mengharapkan distribusi barang mencapai 18, 8%, sementara 

mereka yang mengharapkan distribusi uang adalah 9,8%. Total keduanya 

mencapai 28, 6%. Jumlah itu lebih besar dari pemilih di Bandar Lampung yang 

hanya mencapai 15,4%. Angka responden menunjukkan 28,6% pemilih di Way 

Kanan masih mempertimbangkan bahwa penyediaan atau distribusi uang dan 

barang sebagai sesuatu yang wajar dan harus dilakukan sebagai bentuk 

kompensasi untuk berpartisipasi dalam kampanye. Mereka tidak bekerja karena 

mereka berpartisipasi dalam kampanye, sehingga mereka tidak dapat 

menghasilkan uang pada hari itu. Mayoritas responden adalah petani dan 

pekerja pertanian. 

 

Model pembelian suara yang diyakini oleh responden akan terjadi dalam 

pemilihan kepala daerah (Pilbup) Way Kanan bulan Desember 2015. Pemilih 

di Way Kanan percaya bahwa pembelian suara akan terjadi dalam pemilihan 

local Way Kanan. Asumsi tersebut menyebabkan banyak kandidat memulai 

kampanye langsung mereka (gerilya) selama survei dan telah memberikan 

banyak item, mulai dari beras, tepung, minyak goreng, gula, mukena, kerudung 

dan bahkan memasukkan uang ke dalam amplop tertutup. Ini membuat 40%, 

responden percaya bahwa pembelian suara akan terjadi selama pemungutan 

suara pemilihan kepala daerah di kabupaten Way Kanan. Posisi kedua 



 
 

55 

 

ditempatkan oleh responden 27, 2% yang mengatakan bahwa penipuan dalam 

pemilihan akan terjadi. 

 

3.Kabupaten Pringsewu 

 

Harapan pemilih ketika mengikuti kampanye pemilu di Pilkada Pringsewu 

pada 2017. Pemilih di Kabupaten Pringsewu diharapkan mendapatkan barang 

(14, 8%) dan uang (11,8%) selama kampanye. Pembelian dengan memilih 

jumlah barang dan uang mencapai 26, 6%. Angka ini lebih kecil dari jumlah 

pembelian suara di Way Kanan yang 28, 6%. Kabupaten Pringsewu, yang 

secara geografis strategis dan ekonomis di provinsi Lampung, tidak dapat 

menghindari konstituennya yang juga dipengaruhi oleh distribusi uang dan 

barang. 

 

Model pembelian suara yang diyakini oleh responden akan terjadi dalam 

Pilkada Pringsewu pada Februari 2017. Menurut pemilih, pembelian suara 

diyakini terjadi di Pringsewu cukup tinggi dengan jumlah 21, 6% responden. 

Para responden juga melihat pembelian suara dalam pelaksanaan pemilihan 

Pringsewu sebelumnya pada tahun 2012. Distribusi barang-barang seperti gula, 

tepung, dan paket makanan lainnya juga marak pada pemilihan 2014. Pilkada 

tahun 2012 dan 2014 membuat responden percaya bahwa pembelian atau 

distribusi uang akan terjadi dalam pemilihan Pringsewu (Pilbup) pada 2017. 

Responden juga percaya penipuan pemilu akan terjadi (20, 7%) dan 

penampilan identitas (20,2%).  
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D. Gambaran Umum Kecamatan Talang Padang 

 

Kecamatan Talang Padang terletak pada ketinggian 250-400 meter di atas 

permukaan laut, dengan topografi 90% datar, 9% bergelombang dan 1 % berbukit. 

Luas wilayah Kecamatan Talang Padang adalah 4944,25 ha. Kecamatan Talang 

Padang memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumberejo dan Kecamatan 

Pulau Panggung. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pugung. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gunung Alip. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pugung. 

 

Luas wilayah administrasi Kecamatan Talang Padang meliputi 20 pekon, 76 

dusun, 74 RW (Rukun Warga), 148 Rukun Tetangga (RT), 9 Pekon Swadaya dan 

10 Pekon Swakarya. 
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 1.Peta Kecamatan Talang Padang 

 
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Talang Padang 

 

2. Luas Wilayah Kecamatan Talang Padang Tahun 2016 

Tabel 3. Luas Wilayah Kecamatan Talang Padang Tahun 2016 

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus Tahun 2017 

Luas wilayah Kecamatan Talang Padang adalah sebesar 45,13 KM2. Luas 

wilayah Kecamatan ini hanya 1,59% dari seluruh Kabupaten Tanggamus. 

 

 

 

 

Pekon   Luas (km2)   Persentase 

Talang Padang 45.13    1.59 
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3. Jumlah Penduduk Per Pekon di Kecamatan Talang Padang Tahun 2017 

Tabel 4.  Jumlah Penduduk Per Pekon di Kecamatan Talang Padang 

Tahun 2017 

Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 

 

Pertumbuhan jumlah penduduk di PekonSingosari di Kecamatan Talang 

Padang adalah padatahun 2010 berjumlah 1.317. Pada tahun 2015 bertambah 

menjadi 1.358 padatahun 2016 berjumlah 1.364 dan pada tahun 2017 

berjumlah 1.367.  Pertumbuhan penduduk di Pekon Sinar Betung adalah pada 

tahun 2010 berjumlah 1.010. Pada tahun 2015 bertumbuh menjadi 1.041, 

kemudian pada tahun 2016 menjadi 1.045 dan pada 2017 berjumlah 1048. 

Data di atas digunakan sebagai cerminan bahwa pembelian suara tidak hanya 

terjadi di daerah dengan penduduk yang banyak tetapi juga terjadi di daerah 

dengan tingkat penduduk sedang sampai rendah. 

 

6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Pekon Singosari dan Sinar 

Betung Kecamatan Talang Padang Tahun 2013 

 

Tabel 5.  Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Di Pekon Singosari 

dan Sinar Betung Kecamatan Talang Padang Tahun 2013 

No Pekon 

Jenis Pekerjaan 

Petani PNS Jasa/Pedagang TNI/Polri Swasta Jumlah 

1 Singosari 248 5 40 0 13 306 

2 
Sinar 

Betung 
186 3 26 0 50 265 

Sumber: Profil Kecamatan Talang Padang Tahun 2014 

No Pekon 2010 2015 2016 2017 

1 Singosari 1317 1358 1364 1367 

2 Sinar Betung 1010 1041 1045 1048 

 Total Warga Talang 

Padang 

43029 44375 44544 - 
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Berdasarkan tabel 5 tentang jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan di 

Pekon Singosari dan Sinar Betung Kecamatan Talang Padang Tahun 2013, 

dapat dilihat bahwa pekerjaan yang paling banyak digeluti oleh masyarakat 

adalah pertanian dengan jumlah 248 orang di Pekon Singosari dan 186 orang 

di Pekon Sinar Betung. Pekerjaan yang paling banyak digeluti di urutan 

kedua adalah di bidang Jasa/pedagang dengan jumlah  40 orang di Pekon 

Singosari dan 26 orang di Pekon Sinar Betung. Pekerjaan yang paling banyak 

di digeluti di urutan ketiga adalah swasta dengan 13 orang di Pekon Singosari  

dan 50 orang di pekon Sinar Betung. Data ini digunakan untuk mengetahui 

pekerjaan yang paling mudah untuk dijadikan target pembelian suara . 

 

7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Di Pekon Singosari dan 

Sinar Betung Kecamatan Talang Padang Tahun 2013 

 

Tabel 6.  Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Di Pekon Singosari 

dan Sinar Betung Kecamatan Talang Padang Tahun 2013 

No Pekon 
Blm/Tdk 

Sekolah 

Tdk 

Tamat 

SD 

Tamat 

SD 

Tamat 

SLTP 

Tamat 

SLTA 
DI DII DIII Sarjana 

1 Singosari 38 124 500 400 239 3 4 0 8 

2 Sinar 

Betung 
233 114 411 398 136 0 3 2 6 

Sumber: Profil Kecamatan Talang Padang Tahun 2014 

 

Berdasarkan tabel 6 tentang jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di 

Pekon Singosari dan Sinar Betung Kecamatan Talang Padang Tahun 2013 

dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Pekon Singosari memiliki tingkat 

pendidikan yang rendah. Penduduk terbanyak adalah tamatan SD dengan 

jumlah 500 orang, kemudian adalah tamatan SLTP dengan jumlah 400 orang, 

kemudian SLTA dengan 239 orang, penduduk yang tidak tamat SD 
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berjumlah 124 orang, kemudian yang tidak sekolah berjumlah 38 orang dan 

di perguruan tinggi DI sebanyak 3 orang, DII sebanyak 4 orang dan sarjana 

sebanyak 8 orang.  

 

Berdasarkan tabel 6 tentang jumlah penduduk berdasarkan pendidikan di 

Pekon Singosari dan Sinar Betung Kecamatan Talang Padang Tahun 2013, 

menunjukan bahwa mayoritas penduduk Pekon Sinar Betung memiliki 

tingkat pendidikan yang rendah. Penduduk terbanyak adalah tamatan SD 

dengan jumlah 411 orang, kemudian adalah tamatan SLTP dengan jumlah 

398 orang, kemudian SLTA dengan 136 orang, kemudian yang tidak 

penduduk yang tidak tamat SD berjumlah 144 orang, dan di perguruan tinggi 

DII sebanyak 3 orang, DIII sebanyak 2 orang dan sarjana sebanyak 6 orang. 

Data ini digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat yang 

menjadi sasaran pembelian suara. 

 

8. Angka Partisipasi Masyarakat Talang Padang dalam Pendidikan 

 

Tabel 7.  Angka Partisipasi Masyarakat Talang Padang dalam 

Pendidikan 

Jenjang 

Pendidikan 

AngkaPartisipasiMurni 

(APM) 

AngkaPartisipasiKasar 

(APK) 

2015 2015 

SD/MI 99.01 114.24 

SMP/MTS 79.13 104.93 

SMA/SMK/MA 60.56 75.44 

PT 2.05 4.09 

Sumber: Kemendikbudtahun 2017 
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Dapat dilihat berdasarkan tabel 7 tentang angka partisipasi masyarakat Talang 

Padang dalam pendidikan menunjukan bahwa angka partisipasi masyarakat 

Talang Padang masih rendah. Hal tersebut terbukti karena semakin rendahnya 

tingkat partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Semakin tinggi pendidikan maka akan semakin memiliki pengetahuan tentang 

pembelian suara. 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan dengan 

menggunakan teori tentang bentuk politik uang, pola politik uang dan strategi 

politik uang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Bentuk pembelian suara (vote buying) yang terjadi dalam Pemilihan 

Gubernur Lampung Tahun 2018 di Pekon Singosari dan Pekon Sinar 

Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus berupa 

pemberian uang dan barang. Pembelian suara yang terlaporkan berasal 

dari pasangan calon no urut 3 Arinal-Nunik berupa ampol yang berisi 

uang dengan total Rp.50.000, dengan pecahan Rp.20.000 (2 lembar) 

dan Rp.10.000 (1 lembar). Sedangkan pembelian suara dari pasangan 

calon no urut 1 dan 2 tidak terlaporkan. 

2. Pola pembelian suara dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 

2018 yang terjadi di Pekon Singosari dan Pekon Sinar Betung 

Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus adalah pembelian 

suara menjelang pemilihan dan serangan fajar. Pola pembelian suara 

ini terbukti melalui penemuan amplop dengan isi Rp.50.000 sebanyak 

101 amplop di Pekon Singosari dan 300 amplop di Pekon Sinar 

Betung. 
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3. Strategi pembelian suara dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 

2018 yang terjadi di Pekon Singosari dan Pekon Sinar Betung 

Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus adalah melalui Tim 

sukses calon dengan mekanisme berasal dari pengusaha kemudian 

dibagikan kepada koalisi partai pendukung Arinal-Nunik, kemudian 

dibagikan kepada pengurus partai lalu dibagikan kepada tokoh 

masyarakat yang memiliki peran di dalam masyarakat yaitu mantan 

kepala pekon dan lurah, kemudian dibagikan kepada masyarakat yang 

dapat membagikan kepada masyarakat lain. 

4. Pembelian suara tidak dapat dipastikan 100% berhasil, seperti yang 

terjadi di Pekon Singosari dan Sinar Betung. Calon yang diduga 

melakukan pembelian suara ternyata kalah dalam akumulasi jumlah 

suara yang diterimanya. 

 

B. Saran 

1. KPU dan Bawaslu perlu membuat regulasi yang tegas untuk mengatur 

mengenai penanganan dan pencegahan pembelian suara agar tidak 

terulang kembali fenomena pembelian suara yang akan semakin 

membuat derajat demokrasi kita semakin buruk. 

2. Penguatan pakta integritas penyelenggara pemilu (KPU) dan Badan 

Pengawas Pemilu untuk bersama-sama mencegah terjadinya pembelian 

suara.. 

3. Partai politik dan elit pembuat kebijakan seharusnya memberikan 

edukasi politik di masyarakat dan juga meningkatkan kualitas sumber 
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daya manusia baik dari sektor ekonomi maupun dari sektor 

pendidikan. 

4. Elite politik seharusnya berkompetisi secara adil dan tidak berpolitik 

secara instan. 

5. Penyelenggara Pemilihan umum (KPU) perlu mengevaluasi kembali 

regulasi mengenai Mekanisme permodalan pemilu yang mengatur 

batas sumbangan dana kampanye dari perusahaan. 

6. Partai politik seharusnya memperbaiki kualitas calon yang akan di 

usung dalam setiap kontestasi pemilihan. 
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